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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon wajib pajak orang pribadi atas penerapan 

kebijakan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak di SD Islam Maryam Surabaya.  

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder mencakup 

gaji, tunjangan, pajak serta zakat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara dan dokumentasi. Informan berjumlah lima orang yaitu kepala dan wakil kepala 

sekolah, bendahara sekolah, dan dua orang guru. Hasil analisis menunjukkan bahwa wajib 

pajak belum memahami penerapan UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 dan 23 tentang Zakat 

Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Informan sebagai wajib pajak orang pribadi 

(WPOP) bersikap pasif karena kurangnya pengetahuan terhadap ketentuan perundang-

undangan. WPOP yang telah membayar zakat tidak memasukkan jumlah zakatnya dalam 

pelaporan SPT tahunan. WPOP membayar zakat ke amil zakat yang bukan ditunjuk Negara 

sehingga tidak memiliki bukti bayar. Pemungutan penerapan kebijakan pembayaran zakat 

pengurang pajak pada SD Islam Maryam telah memberikan dasar aturan walaupun masih 

bersifat umum, namun dapat dijadikan panduan dalam melaksanakan aktifitas yang 

berhubungan dengan masalah ekonomi di Indonesia. 

Kata kunci: zakat, pajak, penerapan kebijakan zakat pengurang pajak 

 

Abstract 
This research aims to analyze individual taxpayers' responses to applying the concept of 

zakat payments as a tax deduction at Maryam Islamic Elementary School, Surabaya. The 

data used in this research are the results of interviews and data on salaries, allowances, 

taxes, and zakat. Data collection was carried out using documentation and interview 

methods. There were five informants, namely the head and deputy head of the school, the 

school treasurer, and two teachers. The analysis results show that taxpayers do not 

understand the application of Law No. 23 of 2011 Articles 22 and 23 concerning zakat as a 

Reduction of Taxable Income. Informants as individual taxpayers (WPOP) are passive due to 

a lack of knowledge of statutory provisions. Taxpayers who have paid zakat do not include 

the amount of zakat in their annual SPT reporting. Taxpayers pay zakat to a zakat amil not 

appointed by the State, so they do not have proof of payment. Adopting the tax-deductible 

zakat payments at Maryam Islamic Elementary School has provided the basis for 
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regulations; however, they are still general and can be used to guide activities related to 

economic problems in Indonesia. 

Keywords: zakat, tax, application of the concept of tax-deducting zakat. 
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PENDAHULUAN 

Di Indonesia, pajak mempunyai potensi penerimaan yang tinggi bagi negara. 

Data dari APBN 2023, pajak sebagai sumber utama penerimaan negara ditargetkan 

terkumpul sebesar Rp 2.021,2 triliun (https://media.kemenkeu.go.id/). Sedangkan 

data dari Kementerian Agama 2023 menyebutkan bahwasannya potensi zakat di 

Indonesia kurang lebih mencapai Rp 327 triliun, namun hanya dapat terkumpul 

sebesar Rp 21 triliun per tahun atau 0,64 persen (https://kemenag.go.id/). Umat Islam 

sebagai warga Negara yang baik, selain menjadi seorang muzakki (wajib zakat) umat 

muslim juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak (wajib pajak). Pajak berada 

pada ketegasan pemerintah dalam pengawasan masyarakat atau lembaga yang 

membayar pajak, sedangkan zakat berada pada tingkat keimanan setiap individu yang 

berkewajiban membayar zakat. 

Zakat dan pajak merupakan suatu yang saling melengkapi. Penerapan zakat 

sebagai pengurang pajak penghasilan menjadi kebijakan yang cukup maju (Andriani 

& Fathya, 2013) dan salah satu alternatif kebijakan fiskal (Ma’mun, 2017).  UU 38 

Tahun 1999 dan UU Nomor 17 Tahun 2000 memisahkan dengan tegas antara 

kewajiban menunaikan zakat bagi umat Islam dan kewajiban pajak bagi wajib pajak. 

Pajak ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 dalam pasal 9 ayat 

(1) menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak. Penghasilan kena 

pajak bagi wajib pajak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran sesuai fungsi 

dan takaran kegunaannya dengan pungutan yang adil sesuai diperlakukannya 

peraturan yang tertulis. Pada zakat dituliskan tentang pelaksanaan pada Undang–

Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan 

Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Zakat.   

Pajak dan zakat merupakan dua sumber pendapatan yang berasal dari 

masyarakat. Keduanya perlu dikelola secara baik dan adil karena memiliki peran 

penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Ibnu Khaldun (2011) 

dalam buku Muqaddimah, tindakan tidak adil bagi kemakmuran rakyat akan 

mengurangi keinginan mereka untuk menghasilkan dan memperoleh kemakmuran. 

Penghasilan yang menurun akan mengurangi penerimaan zakat dan pajak. Oleh 

karena itu, pemungutan dan penyaluran dana zakat dan pajak harus dapat efektif dan 

efesien agar bisa mewujudkan masyarakat dan negara yang sejahtera (Syairi, 

2016:125). Dua instrumen ini berbeda dalam penghitungan dan penggunaannya. 

Penggunaan zakat lebih terbatas karena diperuntukkan hanya kepentingan sosial dan 

untuk golongan tertentu. Dengan adanya undang-undang yang ada khususnya bagi 
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masyarakat muslim di Indonesia diharapkan dapat melakukan kewajibannya dengan 

membayar pajak dan zakat sesuai ketentuan yang berlaku tanpa adanya paksaan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zakat sebagai pengurang pajak 

penghasilan dapat meningkatkan penerimaan pajak negara (Suprayitno et al., 2013) 

dan menurunkan biaya sekitar 10% bagi wajib pajak (Bayinah Ai, 2015). Tetapi 

implementasi kebijakan ini di masyarakat kurang optimal. Hasil penelitian di 

Pekanbaru menunjukkan bahwa wajib pajak enggan melakukan pengurangan zakat 

dalam pembayaran pajak karena menganggap aturan teknisnya merepotkan (Bayinah, 

2019) dan tingkat kesadaran membayar zakat masih rendah (Muchran et al., 2022). 

Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah menyebabkan banyak masyarakat yang belum 

mengetahui ketentuan perundang-undang tersebut (Rizal, 2019). Akibatnya wajib 

pajak, khususnya umat Islam ada yang membayar beban ganda yaitu zakat dan pajak.  

Beberapa wajib pajak yang mengalami pembayaran beban ganda ini adalah 

pegawai di SD Islam Maryam Surabaya. Para pegawai ini memiliki berbagai profesi 

keahlian dan penghasilan yang berbeda sesuai jabatannya. Manajemen mempunyai 

kebijakan bahwa setiap pegawai wajib membayar zakat, donasi, dan pajak. Di sisi 

lain kebijakan zakat sebagai pengurang pajak belum diterapkan. Fenomena ini 

menarik untuk diteliti, khususnya mengenai pandangan pimpinan dan pegawai SD 

Islam Maryam terhadap penerapan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Hasil 

penelitian ini memberikan kontribusi kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk 

menyediakan fasilitas kepada WPOP agar menerapkan pembayaran kewajiban ganda 

pada satu tempat secara langsung sebagai pemungutan saat pelaporan SPT dalam 

rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Artikel ini juga dapat memberikan masukan 

kepada WPOP untuk mempraktekkan pembayaran pajak melalui zakat.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kebijakan Zakat Di Indonesia 

Zakat merupakan salah satu ibadah umat islam dalam bidang harta yang 

mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik berkaitan dengan orang 

yang berzakat (muzaki), penerima harta zakat (mustahik), ataupun bagi masyarakat 

keseluruhan. Hukum zakat adalah wajib bagi setiap umat Islam yang mampu. Dari 

penjelasan berbagai sumber disebutkan bahwa zakat adalah kewajiban individu 

(fardhu ‘ain) yang dikeluarkan oleh semua muslim yang memiliki harta. Zakat akan 

dikumpulkan oleh petugas zakat tertentu untuk kemudian diserahkan kepada 

golongan yang berhak atau membutuhkannya. Seperti yang disebutkan pada salah 

satu ayat Al-quran berikut: 

 

“A|mbilla|h za|ka|t da|ri seba|gia|n ha|rta| mereka|, denga|n za|ka|t itu ka|mu 

membersihka|n da|n mensucika|n mereka| da|n mendoa|la|h untuk mereka |. Sesungguhnya| 

doa| ka|mu itu (menja|di) ketentera |ma|n jiwa| ba|gi mereka|. Da|n A|lla|h Ma|ha| 

Mendenga|r la|gi Ma|ha| Mengeta|hui” (QS A|t Ta|uba|h : 103). 

 

Za|ka|t dibeda |ka|n menja|di dua | jenis, ya |itu za |ka|t fitra |h da|n za |ka|t ma |a|l. Za|ka|t 

fitra |h disebut juga| denga|n za|ka|t Na |fs (jiwa|), ya|itu za |ka|t ya|ng wa|jib dila |kuka|n oleh 

setia |p muslim ketika| menjela |ng Idul Fitri pa |da| bula |n suci Ra |ma|da|n. Tujua |n za|ka|t 

fitra |h a|da|la|h untuk membersihka|n diri berupa | bera |s a|ta|u ma|ka|na|n pokok kepa |da| 
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ya|ng berha|k a|ta|u membutuhka|n. A|da|pun besa|r za|ka|t ya|ng diberika |n a|da|la|h minima |l 

2,5 kilogra|m a|ta|u 3,5 liter ma|ka|na|n pokok di da|era|h tertentu. Misa|lnya| di Indonesia | 

ma|ka|na|n pokoknya | a|da|la|h na|si, ma |ka| za|ka|t fitra |h da |pa|t diberika|n pa|da| ya|ng berha |k 

da|la|m bentuk bera |s seba|nya|k 3,5 liter a|ta|u 2,5 kg. Sedangkan za|ka|t ma|a|l (ha|rta|) 

a|da|la|h pemberia |n za |ka|t da |ri penda |pa|ta|n uma|t Isla|m, misa |lnya| da|ri perda|ga|nga|n, 

perta |nia|n, ha|sil la |ut, terna|k, da|n la |in seba|ga|inya|. Setia|p jenis pengha |sila|n uma |t 

Isla |m tersebut dihitung denga |n ca |ra| tersendiri. Sa|sa|ra|n za |ka|t ditujuka |n kepa|da| 

dela |pa|n golonga |n a|ta|u ya|ng disebut a|sna|f/golonga |n (QS. 9: A|t-Ta|uba|h: 60), ya|itu 

fa|kir da|n miskin, a|mil za|ka|t, mua|lla|f, riqa|b, a|l-Gha|rima|h, fisa|bililla|h, ibnu sa|bil. 

 

Za|ka|t Pengha|sila|n 

Za|ka|t pengha |sila|n a|ta|u profesi a |da|la|h za|ka|t ya|ng dikelua |rka|n da|ri pengha|sila |n 

profesi (ha |sil profesi) a |ta|u ja|sa| wa|jib bila | tela|h menca|pa|i nisa |b. Profesi tersebut 

misa |lnya| pega|wa|i negeri a |ta|u swa |sta|, konsulta |n, dokter, nota |ris, a |kunta|n, a|rtis, da|n 

wira |swa|sta|. A|da|pun ora|ng ora|ng ya|ng mensya|ria|tka|n za|ka|t profesi memiliki a|la|sa|n 

seba |ga|i berikut: berbeda| denga|n sumber penda |pa|ta|n da|ri perta |nia|n, peterna |ka|n da |n 

perda |ga|nga|n, sumber penda |pa|ta|n da|ri profesi tida |k ba|nya|k dikena |l pa|da| ma|sa| 

genera |si terda |hulu. Oleh ka |rena| itu, pemba|ha|sa|n mengena |i tipe za |ka|t profesi tida|k 

da|pa|t dijumpa |i denga |n tingka |t kedetaila|n ya|ng seta |ra| denga|n tipe za |ka|t ya|ng la|in. 

Na|mun buka|n bera |rti penda |pa|ta|n da |ri ha|sil profesi terbeba |s da|ri za |ka|t, ka|rena| za|ka|t 

seca |ra| ha|kika|tnya | a|da|la|h punguta|n terha|da|p keka |ya|a|n golonga |n ya|ng memiliki 

kelebiha |n ha|rta| untuk diberika |n kepa |da| golonga|n ya|ng membutuhka|n. 

Pengha|sila|n profesi da |ri segi wujudnya | berupa | ua|ng. Da|ri sisi ini, berbeda| 

denga |n ta|na|ma|n, da|n lebih deka|t denga|n ema |s da|n pera |k. Oleh ka |rena| itu ka|da|r 

za|ka|t profesi ya |ng diqiya|ska|n denga |n za|ka|t ema |s da |n pera |k, ya|itu 2,5% da |ri seluruh 

pengha |sila|n kotor. Ha |dits ya |ng menya|ta|ka|n ka|da|r za|ka|t ema|s da |n pera|k a|da|la|h: 

“Bila| engka|u memiliki 20 dina |r ema|s, da|n suda|h menca|pa|i sa|tu ta|hun, ma|ka| 

za|ka|tnya| setenga|h dina|r (2,5%)” (HR. A|hma|d, A|bu Da|wud da|n A|l- Ba|iha|qi). 

 

Za|ka|t di Indonesia| 

Za|ka|t memberika|n la|nda|sa|n ba|gi pertumbuh da |n berkemba |ngnya| kekua|ta|n 

sosia |l ekonomi uma |t. Ka|ndunga|n za |ka|t memiliki dimensi ya |ng lua|s da|n kompleks 

da|la|m nila|i iba |da|h mora|l, spiritua |l ukhra|wi, da|n juga|nila|i ekonomi da|n dunia|wi. 

seja |ra|h pengelola |a|n za|ka|t di Indonesia | mempunya|i pola | ya|ng cenderung berbeda | 

da|ri ma|sa| ke ma|sa|, dia|nta|ra|nya|: 

1) Pa|da| ma|sa| kolonia|l, nega |ra| menghinda|ri ca |mpur ta|nga|n da|n pengelola |a|n 

disera |hka|n pa |da| ma|sya|ra|ka|t. Denga |n berkemba|ngnya| pesa |ntren, ma |dra|sa|h, 

da|n orga|nisa|si Isla |m, ma |ka| za|ka|t da|n sha|da|qa|h di ma |sya|ra|ka|t berkemba |ng 

denga|n sendirinya |. Za|ka|t da|n sha|da|qa|h memberi sumba |nga|n besa|r untuk 

kemerdeka |a|n Republik Indonesia | pa|da| za|ma|n kemerdeka|a|n, misa |lnya| di A|ceh, 

di Pula|u Ja|wa|, da|n bebera|pa| da|era|h la|innya|. 

2) Pa|da| za|ma|n Orde La |ma|, nega |ra| ha|nya| memberika |n supervise denga |n 

mengelua |rka|n Sura|t Eda |ra|n Kementeria|n A|ga|ma| No. A|/VII/17367 ta|hun 1951 

ya|ng mela |njutka|n ketentua |n ordona|si Bela |nda| ba|hwa| nega|ra| tida |k 

menca|mpuri urusa |n pemunguta |n da|n pemba|gia|n za|ka|t, teta |pi ha|nya| 

mela|kuka|n penga |wa|sa|n. 
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3) Pa|da| ma|sa| Orde Ba|ru, nega |ra| mula|i terliba |tda|n ikut mengelola | za|ka|t mela |lui 

bebera|pa| regula|si pemerinta |h. Pa|da| ta|hun 1964 misa |lnya|, Kementeria |n A|ga|ma| 

menyusun RUU pela |ksa|na|a|n za|ka|t da|n ra |nca|nga|n Pera|tura|n Pemerinta |h 

Pengga|nti Unda |ng-unda|ng (Perpu) pengumpula |n da|n pemba|gia|n za|ka|t da |n 

pembentuka |n ba|itul mâl. 

4) Pa|da| ta|hun 1969, Menteri A|ga|ma| No.1 Ta|hun 1969 tenta |ng Penunda |a|n PMA| 

No. 4 da|n 5 Ta |hun 1968. Presiden Soeha |rto menega |ska|n ba |hwa| za|ka|t ha|rus 

dia|tur seca |ra| sistema |tis. Dia | berpenda|pa|t ba|hwa| mela|lui mobilisa|si za|ka|t 

wa|rga| miskin da |pa|t memba |ntu pemba|nguna |n ekonomi sosia |l da|n kea|ga|ma|a|n. 

Seba|ga|i seora |ng wa|rga| nega|ra| (ya|ng bera|ga|ma| Isla|m), bersedia | mengga|la|ng 

‘upa|ya| ma|sif berska |la| na|siona|l untuk mengumpulka|n za|ka|t’ da|n 

menya|mpa|ika |n la|pora|n ta|huna|n tenta |ng pengumpula |n da |n pendistribusia|n 

za|ka|t. 

5) Pa|da| ta|hun 1991, pemerinta |h mengelua |rka|n Sura |t Keputusa |n Bersa|ma| Menteri 

Da|la|m Negeri da |n Menteri A|ga|ma| Republik Indonesia | No. 29 da |n 47 Ta|hun 

1991 tenta |ng Pembina |a|n Ba|da|n A|mil Za|ka|t, Infa |q da|n Sha|da|qa|h. Da|n diikuti 

denga|n Instruksi Menteri A|ga|ma| No. 5 Ta|hun 1991 tenta|ng Pembina |a|n Teknis 

Ba|da|n A|mil Za |ka|t, Infa|q da |n Sha|da|qa|h da|n Instruksi Menteri Da |la|m Negeri 

No. 7 Ta|hun 1998 tenta |ng Pembina |a|n Umum Ba |da|n A|mil Za|ka|t, Infa |q da |n 

Sha|da|qa|h. Pengelola |a|n za|ka|t terus berkemba |ng seiring denga |n dina|misnya | 

kondisipolitik da |n ekonomi di Indonesia| ya|ng dipenga|ruhi oleh rela|si Isla |m 

da|n nega|ra| seperti Muha|mma |diya|h da|n Na |hdla|tul Ula|ma|. Pa |da| ta|hun 1999 

dikelua|rka|n UU No. 38 Ta |hun 1999 tenta |ng Pengelola|a|n Za |ka|t ya |ng disusul 

denga|n Keputusa|n Menteri A|ga|ma| No. 581 Ta |hun 1999. Pa|da| ma|sa| ini muncul 

Lemba|ga| A|mil Za |ka|t (LA|Z) ya|ng tela |h disa |hka|n, ya|kni Dompet Dhua |fa|, 

Ya|ya|sa|n A|ma|na|h Ta|ka|ful, Pos Kea |dila|n Peduli Umma|t (PKPU), Ya |ya|sa|n 

Ba|itul Ma |a|l Mua|ma|la|t, Ya|ya|sa|n Da|na| Sosia |l a |l-Fa|la|h, Ya|ya|sa|n Ba|itul Ma |a|l 

Hida|ya|tulla |h, LA|Z Persa|tua|n Isla|m (PERSIS), Ya |ya|sa|n Ba|itul Ma |a|l Umma|t 

Isla|m (BA|MUIS) PT BNI (Persero) Tbk, LA |Z Ya|ya|sa|n Ba |ngun Seja|htera | 

Mitra | Uma|t, LA|Z Dewa|n Da|kwa|h Isla|miya|h Indonesia|, LA|Z Ya|ya|sa|n Ba|itul 

Ma|a|l Ba|nk Ra |kya|t Indonesia|, LA|ZIS Muha |mma|diya|h, LA|Z Ba |itul Ma|a|l Wa |t 

Ta|mwil (BMT), LA|Z Ya|ya|sa|n Dompet Sosia |l Ummul Quro (DSUQ), LA|Z 

Ba|ituzza|ka|h Perta |mina| (BA|ZMA|), LA|Z Dompet Peduli Umma|t Da|a|rut 

Ta|uhid (DPUDT), LA|Z Na|hdla|tul Ula |ma| (NU), da |n LA|Z Ika |ta|n Persa|uda|ra|a|n 

Ha|ji (IPHI). 

 

UU Pengelola |a|n Za|ka|t a|ka|n direvisi ka|rena| bebera |pa| ha|l ya|ng dia|ngga|p “perlu 

pelurusa |n da|n perba |ika|n”. Sa|la|h sa|tu poin revisi ya |ng ba|nya|k diperbinca|ngka|n sa|a|t 

ini a |da|la|h tenta|ng pela|ra|nga|n pemunguta |n da|n pengelola|a|n za|ka|t oleh sela|in Ba|da|n 

A|mil Za|ka|t Pemerinta |h. Pa|da|ha|l a |pa|bila| diliha |t da |ri segi keperca |ya|a|n ma|sya|ra|ka|t, 

lemba|ga|-lemba |ga| a|mil za |ka|t “swa |sta|” justru lebih menda|pa|tka|n keperca|ya|a|n da |ri 

ma|sya|ra|ka|t ka|rena | keberha|sila|nnya| da|la|m mengelola | za|ka|t seca |ra| a|kunta|bel, 

tra |nspa|ra|n, pa|rtisipa |tif, da|n inova|tif. 

Pa|ra| pa|ka|r sya |ria|h Isla|m da|n a|kunta|nsi ha |rus menca|ri da|sa|r ba|gi penera |pa|n 

da|n pengemba |nga |n sta|nda|r a|kunta|nsi ya|ng berbeda | denga|n sta|nda|r a|kunta|nsi ba|nk 

da|n lemba |ga| keua |nga|n konvensiona|l. Mursyidi (2003:98) menjela|ska|n sistem 
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a|kunta|nsi ya|ng diimplementa |sika |n orga|nisa|si pengelola | za|ka|t ha|rus sinkron denga |n 

sta |nda|r a|kunta|nsi za |ka|t, ya|itu Pernya |ta|a|n Sta |nda|r A|kunta|nsi Keua |nga|n (PSA|K) No. 

109 tenta |ng A|kunta|nsi Za|ka|t ya|ng dikelua |rka|n oleh Ika |ta|n A|kunta|n Indonesia| (IA|I). 

Sistem a|kunta|nsi merupa |ka|n a|la|t untuk mengha |silka |n la|pora|n keua|nga|n, seda|ngka |n 

sta |nda|r a|kunta|nsi za|ka|t merupa |ka|n pedoma |n ya|ng menga|tur tenta|ng penga|kua|n, 

pengukura |n, da|n pela|pora|n keua|nga|n. 

 

Kebija|ka|n Pa|ja|k Di Indonesia 

Ma|rdia|smo (2011:1) menya |ta|ka|n pa|ja|k a|da|la|n iura |n ra|kya|t kepa |da| ka|s nega|ra| 

berda |sa|rka|n unda|ng-unda|ng (ya|ng da |pa|t dipa|ksa |ka|n) denga|n tia |da| menda|pa|t ja|sa| 

timba|le (kontra|presta|si) ya|ng la|ngsung da|pa|t ditunjukka |n da|n ya|ng diguna |ka|n untuk 

memba|ya|r pengelua |ra|n umum. Pa |ja|k dipungut pengua |sa| berda|sa|rka|n norma| hukum 

untuk menutup bia |ya| produksi ba |ra|ng-ba|ra|ng da|n ja|sa| kolektif untuk menca|pa|i 

keseja |htera|a|n umum. Pa|ja|k da|ri perspektif ekonomi dipa|ha|mi seba |ga|i bera |lihnya | 

sumber da |ya| da|ri sektor priva |t kepa|da| sektor publik. 

Sementa|ra| pema|ha|ma|n pa|ja|k da|ri perspektif hukum merupa |ka|n sua|tu 

perika |ta|n ya|ng timbul ka |rena| a|da|nya| unda|ng-unda|ng ya|ng menyeba |bka|n timbulnya | 

kewa |jiba |n wa|rga| nega|ra| untuk menyetorka |n sejumla |h pengha|sila |n tertentu kepa |da| 

nega |ra|. Nega|ra| mempunya |i kekua |ta|n untuk mema|ksa| da|n ua|ng pa |ja|k tersebut ha |rus 

diperguna |ka|n untuk penyelengga |ra|a|n pemerinta |ha|n. Da|ri pendeka|ta|n hukum ini 

memperliha|tka|n ba |hwa| pa|ja|k seba |ga|i pengumpul pa |ja|k ma|upun wa|jib pa |ja|k seba|ga|i 

pemba |ya|r pa|ja|k. 

 

Sistem Pemunguta |n Pa|ja|k 

Menurut Wira|wa|n B. Ilya |s da |n Rica |rd Burton da |la|m Ra |ha|ma|n (2010:22) 

sistem pemunguta |n pa|ja|k ia|la|h sebua |h ca|ra| ya|ng diguna|ka|n untuk menghitung 

besa |rnya| pa|ja|k seseora |ng ya|ng ha|rus diba|ya|r kepa |da| nega|ra| ya|ng ditempa |tinya |. 

Pa|da| da|sa|rnya| terda |pa|t tiga | sistem a |ta|u ca|ra| ya|ng diperguna|ka|n untuk menentuka |n 

sia |pa| ya|ng menghitung da|n meneta |pka|n jumla|h pa |ja|k ya|ng teruta |ng oleh seseora |ng 

ya|itu: 

a) Officia|l A|ssesment System merupa|ka|n sua|tu sistem pemunguta |n pa|ja|k ya|ng 

wewena|ngnya| untuk menentuka |n besa|rnya| pa|ja|k ya|ng teruta|ng oleh wa |jib 

pa|ja|k terleta |k pa|da| fiskus a|ta|u a|pa|ra|t pemungut pa |ja|k tersebut. Ciri-ciri sistem 

pemunguta|n pa|ja|k ini a|da|la|h seba|ga|i berikut: 

i. Pa|ja|k terhuta |ng dihitung oleh petuga |s pa|ja|k. 

ii. Wa|jib pa|ja|k bersifa|t pa|sif da |la|m menghitung pa |ja|knya|. 

iii. Huta|ng pa|ja|k timbul setela|h petuga |s pa|ja|k menghitung pa |ja|k ya|ng 

terhuta|ng denga|n diterbitka |nnya| sura|t keteta |pa|n pa|ja|k. 

iv. Pemerinta |h memiliki wewena |ng penuh da |la|m menentuka|n besa|rnya| pa|ja|k 

ya|ng ha|rus diba |ya|r wa|jib pa |ja|k. 

b) Self a|ssessment system merupa|ka|n sua|tu sistem pemunguta |n pa|ja|k dima|na| 

wewena|ng untuk menentuka |n besa|rnya| pa|ja|k ya|ng ha|rus diba |ya|r oleh wa|jib 

pa|ja|k terleta |k pa|da| piha|k wa|jib pa |ja|k ya |ng bersa|ngkuta|n. Ciri–ciri self 

a|ssessment system a|da|la|h seba|ga|i berikut: 

i. Wewena |ng da|la|m menentuka|n besa|rnya| pa|ja|k terhuta |ng a |da| di ta|nga|n 

wa|jib pa|ja|k itu sendiri. 
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ii. Wa|jib Pa |ja|k a|ktif da |la|m menja|la|nka|n kewa |jiba|n pa|ja|knya|, mula|i da |ri 

menghitung pa |ja|k sendiri, menyetor pa |ja|knya|, da|n mela |porka|n pa|ja|k 

terhuta|ngnya|. 

iii. Da|la|m sistem self a |ssesment, pemerinta |h tida|k perlu mengelua |rka|n sura |t 

keteta |pa|n pa|ja|k setia |p sa|a|t kecua |li a|da|nya | ka|sus-ka|sus tertentu sa |ja| seperti 

wa|jib pa |ja|k terla |mba|t mela |porka|n a|ta|u memba |ya|r pa|ja|k terhuta|ng a|ta|u 

terda|pa|t pa |ja|k ya|ng seha|rusnya| diba|ya|r teta |pi tida|k diba|ya|r. 

c) With Holding System merupa |ka|n sua|tu sistem pemunguta |n pa|ja|k ya|ng 

menya|ta|ka|n ba|hwa| jumla|h pa|ja|k ya|ng teruta|ng dihitung oleh piha|k ketiga| 

(buka|n wa|jib pa |ja|k da|n juga| buka|n a|pa|ra|t pa|ja|k/fiskus). Jenis sistem ini 

merupa|ka|n jenis ya |ng a|dil ba|gi ma|sya|ra|ka|tnya|. 

 

Za|ka|t Seba|ga|i Pengura|ng Pa|ja|k Pengha|sila|n 

Da|la|m pa|sa|l 22 UU No.23 Ta |hun 2011 a|ta|s peruba|ha|n pa|sa|l 14 a |ya|t (3) UU 

No. 38 ta|hun 1999 Tenta |ng Pengelola |a|n Za|ka|t, disebutka |n ba|hwa| za|ka|t ya|ng tela |h 

diba |ya|rka|n kepa|da| ba|da|n a|mil za|ka|t a|ta|u lemba |ga| a|mil za |ka|t dikura |ngka|n da |ri 

la|ba|/penda|pa|ta|n sisa | kena| pa|ja|k da|ri Wa|jib Pa |ja|k ya |ng bersa|ngkuta|n sesua|i denga |n 

pera |tura|n perunda |ng-unda|nga|n ya |ng berla |ku. Unda|ng-unda|ng menega |ska|n ba|hwa| 

pemerinta |h mencoba | untuk berpera |n a|ktif da|la|m mencipta |ka|n pela|ksa|na|a|n 

kewa |jiba |n kea|ga|ma|a|n ma|sya|raka |tnya| denga|n menja |dika|n unsur za |ka|t seba |ga|i sa|la|h 

sa|tu ta|x relief (keringa|na|n pa|ja|k) da |la|m pemunguta|n Pa|ja|k Pengha |sila|n (PPh) di 

Indonesia |. Za|ka|t pengha|sila|n da|pa|tdia|kui seba|ga|i pengura |ng pa|ja|k ha |rus memenuhi 

bebera |pa| persya|ra|ta|n ya|ngbersifa|t kumula |tif da|n ha|rus dila|porka|n da|la|m la |pora|n 

pa|ja|k pengha|sila|n ta|huna|n ya|itu: 

a. Za|ka|t ha|rus nya|ta|-nya|ta| diba |ya|rka|n oleh wa |jib pa |ja|k ora|ng priba|di, pemeluk 

Isla|m da|n a |ta|u wa|jib pa|ja|k ba|da|n da|la|m negeri ya |ng dimilikioleh pemeluk 

a|ga|ma| Isla|m. 

b. Za|ka|t diba |ya|rka|n kepa|da| ba|da|n a|mil za |ka|t a |ta|u lemba |ga| a|mil za|ka|t ya|ng 

dibentuk a|ta|u disa|hka|n oleh pemerinta |h. 

c. Za|ka|t ya|ng diba |ya|r a|da|la|h za|ka|t ya|ng berkena |a|n denga|n pengha|sila|n ya|ng 

menja|di obyek pa |ja|k. 

 Sya|ra|t di a |ta|s, tida|k bera|rti za |ka|t pengha |sila|n ya|ng diba |ya|rka|n seca|ra| 

otoma |tis da|pa|t dia|kui seba |ga|i pengura |ng pa|ja|k pengha|sila|n. Untuk da|pa|t 

memperhitungka|n za|ka|t pengha|sila|n seba|ga|i pengura|ng PPh, pemba |ya|ra|n za|ka|t 

pengha |sila|n ha|rus mela|porka|n za|ka|t pengha |sila|n ya|ng diba|ya|rnya| ke da|la|m la |pora|n 

pa|ja|k pengha|sila |n a|khirta|hun (da|la|m SPT Ta |huna|n PPh), seba|ga|i sya|ra|t da|pa|t 

membua|t la|pora|n PPh a|khir ta |hun. Pemba |ya|r za |ka|t (ora|ng priba |di a|ta|u ba|da|n) 

terlebih da|hulu terda|fta|r seba|ga|i wa |jib pa|ja|k di ka |ntor pela |ya|na|n pa|ja|k (KPP) 

tempa|t ia| berdomisili, da |n diberika|n NPWP (Nomor Pokok Wa |jib Pa |ja|k) oleh KPP 

setempa|t. Za|ka|t ya |ng diba |ya|rka|n da |la|m ta|hun berja |la|n ba|ru da|pa|t dia|kui seba |ga|i 

pengura |ng PPh pa |da| a|khir ta |hun pa|ja|k. Rea|lita|nya| seba|gia|n besa |r pemba|ya|r za|ka|t 

belum terda |fta|r seba |ga|i wa|jib pa |ja|k a|ta|u da|pa|t disimpulka |n ba|hwa| za|ka|t seba |ga|i 

pengura |ng pa|ja|k ha|nya| berla|ku ba|gi ora |ngya|ng suda |h mempunya |i NPWP. Meliha |t 

kenya |ta|a|n di a|ta|s, ba|hwa| pemerinta|h tela |h mengelua |rka|n unda|ng-unda|ng seba|ga|i 

solusi da |ri beba|n ga|nda| ya|ng dira |sa|ka|n umma |t Isla|m ya|ng sa|a|t ini belum terea|lisa|si 

denga |n ba|ik da|n besa |rnya| potensi da|na| za|ka|t di Indonesia |. 
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Pera|tura|n Unda|ng – Unda|ng Za|ka|t Seba|ga|i Pengura|ng Pa|ja|k 

Pada Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Pajak Penghasilan mengakomodir zakat bahwa untuk menentukan besarnya 

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usa|ha| teta|p tida|k 

boleh dikura|ngka|n da|ri ha|rta| ya|ng dihiba|hka|n, ba|ntua|n a|ta|u sumba|nga|n da|n 

wa|risa|n, kecua|li sumba |nga|n seba|ga|ima|na| dima|ksud da|la|m pa|sa|l 6 a|ya|t (1) huruf I 

sa|mpa|i m serta| za|ka|t ya|ng di terima| oleh Ba|da|n A|mil Za|ka|t a|ta|u Lemba|ga| A|mil 

Za|ka|t ya|ng di bentuk a |ta|u disa|hka|n oleh pemerinta|h a|ta|u sumba|nga|n kea|ga|ma|a|n 

ya|ng sifa|tnya| wa|jib ba|gi pemeluk a |ga|ma| ya|ng dia|kui di Indonesia|, ya|ng di terima | 

oleh lemba|ga| kea|ga|ma|a|n ya|ng di bentuk a |ta|u disa|hka|n oleh pemerinta|h. Pa|sa|l 14 

a|ya|t (3) Unda|ng-Unda|ng Nomor 38 Ta |hun 1999 Tenta|ng pengelola|a|n Za|ka|t 

menya|ta|ka|n ba|hwa| za|ka|t ya|ng tela|h diba|ya|rka|n kepa|da| Ba|da|n A|mil Za|ka|t a|ta|u 

Lemba|ga| A|mil Za |ka|t da|pa|t dikura |ngka|n da|ri la|ba| a|ta|u penda|pa|ta|n sisa| kena| pa|ja|k 

da|ri wa|jib pa|ja|k ya|ng bersa|ngkuta |n. 

Berda|sa|rka|n kedua | unda|ng-unda|ng tersebut da |pa|t disimpulka |n ba|hwa| 

perla |kua|n za|ka|t ya |ng berla|ku di Indonesia | sa|a|t ini ya|itu za |ka|t seba|ga|i pengura |ng 

Pengha |sila|n Kena| Pa|ja|k (PKP). Sela|ma| ini a|ngga|pa|n di ka|la|nga|n umma|t isla |m 

bereda |r ba|hwa| memba |ya|r za|ka|t da|pa|t la|ngsung mengura |ngi pa|ja|k ya|ng a|ka|n di 

ba|ya|r. Na|mun sesungguhnya | tida|k, seba|ga|ima|na| keputusa |n Dirjen pa |ja|k Nomor 

KEP-163/PJ/2003 ba |hwa| za|ka|t a|ta|s pengha|sila|n ya|ng nya|ta|-nya|ta| diba|ya|rka|n oleh 

Wa|jib Pa|ja|k ora|ng priba|di da|la|m negeri pemeluk a|ga|ma| isla|m da|n a |ta|u Wa|jib Pa |ja|k 

ba|da|n da|la|m negri ya |ng dimiliki oleh pemeluk a |ga|ma| Isla|m kepa |da| Ba|da|n A|mil 

Za|ka|t a|ta|u Lemba |ga| A|mil Za|ka|t ya|ng di bentuk a |ta|u disa|hka|n oleh pemerinta |h 

sesua |i ketentua |n Unda|ng-Unda|ng Nomor 38 Ta |hun 1999 tenta |ng Pengelola |a|n Za|ka|t, 

boleh dikura|ngka|n da|ri pengha|sila |n bruto Wa|jib Pa |ja|k ba|da|n a|ta|u pengha |sila|n neto 

Wa|jib Pa|ja|k ora |ng priba|di ya |ng bersa|ngkuta |n da|la|m menentuka |n besa|rnya| 

Pengha |sila|n Kena | Pa|ja|k. KEP tersebut menega|ska|n kemba |li ketentua |n ya|ng di a|tur 

da|la|m UU No. 38 Ta |hun 1999 serta | UU No. 36 Ta |hun 2008 ya |ng menya |ta|ka|n 

ba|hwa| za|ka|t ya|ng diba |ya|rka|n da |pa|t dikura|ngi da |ri pengha|sila|n neto wa|jib pa |ja|k 

ora |ng priba|di. Ma |ksud wa|jib pa |ja|k ora|ng priba|di ya |ng memba|ya|r za|ka|t pengha|sila|n, 

za|ka|t tersebut diperbolehka |n menja |di deductible expense (da|pa|t dija |dika|n bia|ya|). 

 

METODE PENELITIAN 

Fokus Penelitia|n 

Fokus penelitia|n a|da|la|h untuk menga|na|lisis penera|pa|n pemba |ya|ra|n za|ka|t da |n 

pemba |ya|ra|n pengha|sila|n kena| pa|ja|k pa|da| za|ka|t seba|ga|i pengura |ng pa|ja|k ya|ng 

dibeba|nka|n terha|da|p wa|jib pa|ja|k perora|nga|n. Za|ka|t da|la|m penelitia|n ini a|da|la|h 

sejumla|h ha|rta| tertentu ya |ng diwa|jibka |n oleh A|lla |h swt untuk diberika |n kepa|da| pa|ra| 

musta |qih (8 golonga |n penerima | za|ka|t) ya|ng disebutka |n da|la|m A|l-Qur’a|n. Pa|ja|k 

a|da|la|h iura|n ra|kya|t kepa|da| pengua|sa| nega|ra| berda|sa|rka|n unda|ng-unda|ng (ya|ng 

da|pa|t dipa|ksa|ka|n) denga|n tida|k menda|pa|t ja|sa| imba|l (kontra|presta|si) ya|ng la|ngsung 

da|pa|t ditunjukka|n da|n ya|ng diguna|ka|n untuk memba|ya|r pengelua|ra|n umum. 

Penera |pa|n Kebija|ka|n Pemba |ya|ra|n Za|ka|t seba|ga|i pengura|ng pa |ja|k a|da|la|h za|ka|t 

pengha|sila|n ya|ng diba|ya|rka|n seca|ra| otoma|tis da|pa|t dia|kui seba|ga|i pengura|ng pa|ja|k 

pengha|sila|n. Untuk da|pa|t memperhitungka|n za|ka|t pengha|sila|n seba|ga|i pengura|ng 

PPh, pemba|ya|ra|n za|ka|t pengha|sila|n ha|rus mela|porka|n za|ka|t pengha|sila|n ya|ng 
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diba|ya|rnya| ke da|la|m la|pora|n pa|ja|k pengha|sila|n a|khir ta|hun (da|la|m SPT Ta|huna|n 

PPh), seba|ga|i sya|ra|t da|pa|t membua|t la|pora|n PPh a|khir ta|hun. 

 

Loka|si Penelitia|n 

Penelitia|n ini terleta|k di SD Isla|m Ma|rya|m Jl. Ma|ya|r Sa|mbonga|n No. 119 Sura|ba|ya|. 

 

Informa|n 

Informa|n berjumla|h lima| ora|ng ya|itu kepa|la| da|n wa|kil kepa|la| sekola|h, benda|ha|ra| 

sekola|h da|n dua| ora|ng guru.  

 

Jenis da|n Sumber Da|ta| 

Sumber da|ta| ya|ng dida|pa|t berupa| da|ta| primer ya|itu ha|sil wa|wa|nca|ra| kepa|da| 

informa|n SD Isla|m Ma|rya|m Sura|ba|ya|. Da|ta| perimer a |da|la|h da |ta| ya|ng diperoleh 

la|ngsung da|ri sumbernya | (Sa|yida |h, 2018). Seda |ngka|n da|ta| honorium wa|jib pa|ja|k 

ora|ng priba|di ka|rya|wa|n SD Isla|m Ma|rya|m Sura|ba|ya| mengena|i penera|pa|n kebija|ka|n 

pemba |ya|ra|n  za|ka|t seba|ga|i pengura|ng pa|ja|k pa|da| WP perora|nga|n dija|dika|n da|ta| 

sekunder. 

 

Teknik Pengumpula|n Da|ta| 

Penelitia|n ini mengguna|ka|n teknik dokumenta|si da|n wa|wa|nca|ra| terstruktur. 

Dokumenta|si denga|n ca|ra| ya|ng dila|kuka|n untuk menyedia|ka|n dokumen 

mengguna|ka|n bukti ya|ng a|kura|t da|ri penca|ta|ta|n sumber informa|si a|ta|u denga|n ka|ta| 

la|in, pengertia|n dokumenta|si seca|ra| umum a|da|la|h sua|tu penyedia|a|n dokumen. 

Wa|wa|nca|ra| seba|ga|i a|la|t pengua |t kea |bsa|ha|n da|ta| ya|ng di peroleh peneliti untuk 

memperoleh informa |si lebih menda |la|m mengena|i penera |pa|n kebija |ka|n pemba|ya|ra|n 

za|ka|t seba|ga|i pengura |ng pa|ja|k. 

 

Metode A|na|lisis 

Metode a|na|lisis ya|ng diguna |ka|n peneliti a|da|la|h pendeka|ta|n deskriptif kua|lita|tif 

denga |n la|ngka|h-la|ngka|h: 

1. Mengidentifika|si rumusa|n ma|sa|la|h penelitia|n ya|ng spesifik da|n hipotesisnya|. 

Penulis memba|ndingka|n perma|sa|la|ha|n kebija|ka|ntua|l da|n teoritis ya|ng perlu 

dipersempit da|la|m penelitia|n da|sa|r, ya|itu pa|da| penera |pa|n kebija|ka|n 

pemba|ya|ra|n za|ka|t seba|ga|i pengura|ng pa|ja|k studi ka |sus SD Isla |m Ma|rya|m 

Sura|ba|ya|. 

2. Pemiliha|n media| (jenis da|n sumber da|ta|) 

Penelitia|n dia|mbil mengguna|ka|n ca|ra| wa|wa|nca|ra| terstruktur SD Isla |m 

Ma|rya|m da|n menga|mbil da|ta| WP perora|nga|n, surve litera|tur da|ri a|kses sistem 

online, a|na|lisis ceta|ka|n ka|rya| tertulis da|n ka|jia|n seja|ra|h ya|ng meliha|t da|mpa|k 

pa|da| bebera|pa| va|ria|bel untuk mengga|bungka|n menja|di va|ria|bel terika|t. 

3. A|na|lisis da|ta| da|n penyusuna|n la|pora|n 

Da|ta| ya|ng diperoleh da|pa|t dia|na|lisis denga|n mengguna|ka|n teknik sta|tistik 

ya|ng ba|ku da|n penulisa|n la|pora|n mengguna|ka|n teknik versi media| ma|ssa| a|ta|u 

buku. 
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4. Sela|njutnya| penulis mena|rik kesimpula|n da|ri ba|ha|sa|n ya|ng tela|h dila|kuka|n 

da|la|m ta|ha|p-ta|ha|p sebelumnya| sehingga| da|pa|t menya|jika|n untuk dipa|pa|rka|n 

seca|ra| obyektif da|n sebena|rnya|. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pengumpula|n da|ta| mengguna|ka|n teknik dokumenta|si da |n wa|wa|nca|ra| 

terstruktur. Pengujia|n kredibilita|s da|ta| dila|kuka|n denga|n tria|ngula|si sumber. Peneliti 

menga|mbil sumber da|ri ha|sil wa|wa|nca|ra| da|n bukti honorium pa|da| setia|p ka|rya|wa|n 

SD Isla|m Ma|rya|m Sura|ba|ya|. Ha|sil wa|wa|nca|ra| lima| informa|n terka|it penera |pa|n 

kebija|ka|n pemba|ya|ra|n za|ka|t seba|ga|i pengura|ng pa|ja|k pa|da| studi ka |sus SD Isla|m 

Ma|rya|m Sura|ba|ya| terca|ta|t seba |ga|i berikut: 

1) Informa|n Perta|ma| 

Na|ma| Lukma|wa|ti, S. A|G sela|ku kepa |la| sekola|h SD Isla|m Ma|rya|m Sura|ba|ya| tela|h 

memberika |n informa |si mengena|i sistem bela |ja|r menga|ja|r da|n seja |ra|h berdirinya | SD 

Isla |m Ma|rya|m Sura|ba|ya|. Pa|da| pemba|ha|sa|n mengena |i penera |pa|n kebija |ka|n 

pemba |ya|ra|n za|ka|t seba|ga|i pengura|ng pa|ja|k, belia|u menuturka|n seba |ga|i berikut: 

 

“sistem perpa |ja|ka|n ya|ng sa|ya| keta|hui da|la|m pemunguta|n pengha|sila|n ya|ng 

a|da| di Indonesia| suda|h cukup wa|ja|r, da|ri segi presenta |se da|n sistemnya|. Na|mun 

da|ri sistem pemunguta |n di Indonesia| sendiri ha|rus cukup ditega|ska|n khususnya| ba|gi 

insta|nsi ya|ng terka|it seba|ga|i pemotong seca|ra| la|ngsung ha|rus bisa| meneka|nka|n ke 

pa|da| wa|jib pa|ja|k untuk bisa| menja|la|nka|n kewa|jiba|n memba|ya|r pa|ja|k da|n za|ka|t 

sesua|i lemba|ga| ya|ng suda|h ditentuka|n”. 

 

Da|ri penjela |sa|n tersebut ba|hwa|sa|nnya| informa|n perta|ma| mena|ngga|pi 

penera |pa|n kebija |ka|n za|ka|t seba|ga|i pengura |ng da|pa|t ditera |pka|n seba |ga|ikesa|da|ra|n 

wa|jib pa |ja|k da|la|m menja|la|nka|n kewa|jiba |n ga|nda| sesua|i pera|tura |n unda|ng-unda|ng 

nega |ra|. Khususnya | pa|da| pemunguta |n la|ngsung pa |da| BUMN da |n insta |nsi terka |it 

seba |ga|i pemotong pengha |sila|n wa |jib pa|ja|k da|pa|t menera |pka|n kebija|ka|n tersebut 

untuk memba |ya|r kewa |jiba|n beba|n ga|nda| da|n mela |porka|n pa|da| lemba|ga| terka|it ya|ng 

suda |h ditunjuk nega |ra|. 

 

2) Informa|n Kedua| 

Na|ma| Fitri Yudia |na| N, S.Pd seba|ga|i wa|kil kepa |la| sekola|h SD Isla |m Ma|rya|m 

Sura |ba|ya| tela|h memberika|n informa |si mengena|i da|ta| ka|rya|wa|n da |n siswa| SD Isla|m 

Ma|rya|m Sura|ba|ya|. Serta| menjela |ska|n sistem pengha|sila|n pa|ra| ka|rya|wa|n SD Isla|m 

Ma|rya|m ma|sih diba |wa|h ketentua |n kena| pa|ja|k, na|mun ma|sih menja|la|nka|n kewa|jiba |n 

seba |ga|i wa|rga| nega |ra| ya|ng bera|ga|ma| Isla|m untuk memba |ya|r za|ka|t denga |n 

pemotonga|n pengha |sila|n untuk da |na| ma|sjid da |n da |na| dua|fa|. Mengena |i pemba |ha|sa|n 

penera |pa|n kebija |ka|n pemba|ya|ra|n za|ka|t seba |ga|i pengura |ng pa |ja|k, belia |u 

menjela |ska|n seba |ga|i berikut: 

”sa|ya| seba|ga|i WPOP tida|k setuju da |la|m dua| kewa|jiba|n punguta|n ya|ng ha|rus 

dija|dika|n pela|pora|n di nega|r ka|rena| sistem ya|ng ribet denga|n dua| ja|lur ya|ng 

menga|kiba|tka|n bukti ba|ya|r za|ka|t bisa| hila|ng a|ta|u terselip da|n merugika|n pela|pora|n 

pa|ja|k jika| tida|k a|da|nya| bukti pemba|ya|ra|n za|ka|t. Dua| punguta|n ya|ng tida|k da|pa|t 

dikelola |h denga|n ba|ik da|pa|t merugika|n sa|ya| seba|ga|i wa|jib pa|ja|k da|n wa|jib za|ka|t 
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a|ta|s penya|la|guna|a|n pema|ka|ia|n pemunguta|n oleh lemba|ga| terka|it. Lebih ba |ik sa|ya| 

ba|ya|r za|ka|t sendiri kepa|da| seseora|ng ya|ng bena|r-bena|r membutuhka|n, ka|n sa|ma|-

sa|ma| menda|pa|t pa|ha|la|”. 

 

Pa|da| penjela|sa|n informa |n kedua |, menuturka |n ketida |k setujua |n dua| punguta |n 

seca |ra| la|ngsung untuk ditera|pka|n di nega |ra| Indonesia | pa|da| penera |pa|n kebija|ka|n 

za|ka|t seba|ga|i pengura |ng pa|ja|k ka |rena| ha|sil punguta |n tida |k bisa | seca|ra| 100% 

dira |sa|ka|n oleh ma |sya|ra|ka|t ya |ng bena|r membutuhka|n. Kesa|da|ra|n a|ta|s pera|tura|n 

perunda |ng-unda|nga|n nega|ra| ha|nya| berda|sa|rka|n kepedulia|n wa|jib pa|ja|k pa|da| 

ma|sya|ra|ka|t sekita |r beserta| keperca|ya|a|n sya|ria|t a|ga|ma| sa|ja|. 

 

3) Informa|n Ketiga | 

Na|ma| Suha|rlina|, SE sela|ku TU a |ta|u Benda|ha|ra| Keua|nga|n SD Isla |m Ma |rya|m 

Sura |ba|ya| memberika |n informa |si da |ta| slip ga |ji ka |rya|wa|n SD Isla |m Ma |rya|m. Da|la|m 

pemba |ha|sa|n penera |pa|n kebija |ka|n pemba|ya|ra|n za|ka|t seba|ga|i pengura |ng pa|ja|k 

dida |pa|t penjela |sa|n seba|ga|i berikut: 

“penera|pa|n za|ka|t pengura|ng pa|ja|k di Indonesia| cukup memba|ntu ka|rena| 

da|pa|t mengura|ngi perhitunga|n pengha|sila|n bruto kena| pa|ja|k. Ta|pi da|la|m 

penera|pa|n unda|ng-unda|ng di Indonesia | kura|ng dipa|ha|mi, sehingga| ba|nya|k WPOP 

tida|k menja|la|nka|n pera|tura|n tersebut. Ma |ka| dihimba|u oleh pemerinta |h da|pa|t 

mempertega|s WPOP, khususnya | insta|nsi terka |it ya|ng berhubunga|n denga|n 

pemotonga|n pengha|sila|n seca|ra| la|ngsung bisa| ditera|pka|n”. 

 

Da|ri ha|sil penjela |sa|n informa |n ketiga| da|pa|t disimpulka|n ba |hwa|sa|nnya| sistem 

da|la|m punguta|n ra|kya|t untuk kema|kmura|n ya|ng ditera |pka|n di Indonesia | cukup 

setuju, ka |rena| meliha |t sistem presenta |se da|la|m pemunguta|n suda|h dia|ngga|p sesua |i 

ha|nya| sa|ja| lebih meneka|nka|n kepa |da| wa|jib pa|ja|k bisa| mela|ksa|na|ka|n kewa|jiba |nnya |. 

Khususnya | Drijen Pa |ja|k da|n Lemba|ga| A|mil Za |ka|t da|pa|t menginforma |sika|n seca|ra| 

la|ngsung kepa|da| insta|nsi da |n wa|jib pa |ja|k ba|hwa|sa|nnya| kewa|jiba |n pemba |ya|ra|n 

kewa |jiba |n da|pa|t dija |la|nka|n sesua|i lemba |ga| ya|ng suda|h ditentuka |n nega|ra|, tida |k 

ha|nya| da|la|m penera|pa|n tertulis da |la|m unda|ng-unda|ng na|mun informa|si seca |ra| lisa|n 

ya|ng membua |t insta|nsi da|n wa|jib pa |ja|k mema|ha|mi a |ka|n pera|tura|n tertulis tersebut. 

 

4) Informa|n keempa |t 

Na|ma| Zuba|iri sela|ku guru a|ga|ma| ya|ng bekerja| di SD Isla |m Ma |rya|m Sura|ba|ya| 

sela |ma| 31 ta|hun memberika |n informa |si seca |ra| la|ngsung mengena|i perkemba |nga|n 

SD Isla |m Ma|rya|m Sura|ba|ya| da|ri ha|nya| 15 ka|rya|wa|n da|n 6 kela |s seka|ra|ng menja|di 

lebih pesa |t berkemba|ng da|n dimina|ti ba|nya|k ma|sya|ra|ka|t. Pa |da| pemba|ha|sa|n 

penera |pa|n kebija |ka|n pemba|ya|ra|n za |ka|t seba|ga|i pengura |ng pa|ja|k seba|ga|i berikut: 

“sa|ya| ora|ng a|wa|m tida|k pengeta|hui tenta|ng perhitunga|n pa|ja|k ta|pi sa|ya| ta|hu 

perhitunga|n za|ka|t. Ka|lo pa|ja|k a|pa| ka|ta| informa|si a|ta|u from ya|ng sa|ya| da|pa|t, 

wa|ktunya| ba|ya|r ya| ba|ya|r, dipotong ya| tida|k a|pa|-a|pa| ya|ng penting pemotonga |n 

wa|ja|r. Ta|pi ka|lo ba|ya|r za|ka|t sa|ya| ba|ya|r la|ngsung ke ora|ng ya|ng membutuhka|n”. 

 

Ha|sil wa|wa|nca|ra| denga|n informa|a|n keempa|t da|pa|t dia|mbil kesimpula|n 

ba|hwa|sa|nnya| ba|nya|k ma|sya|ra|ka|t ya|ng pa|sif menja|la|nka|n pera|tura|nperunda|ng-
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unda|nga|n ya|ng a|da| dinega|ra| khususnya| penera|pa|n kebija|ka|n za|ka|t seba|ga|i 

pengura|ng pa|ja|k. Kura|ngnya| pengeta|hua|n menja|di a|ngga|pa|n wa|jib pa|ja|k mera|sa| 

kesulita|n da|n mera|sa| bingung da|la|m memba|ya|r da|n mela|porka|n za|ka|t seba|ga|i 

pengura|ng pa|ja|k. Denga|n ka|ta| la|in kewa|jiba|n ya|ng dija|la|nka|n ha|nya| da|sa|r sya|ria|t 

sema|ta| a|ta|s da|sa|r ka|rya|wa|n ya|ng dipungut da|n a|ta|s ma|nusia| denga|n Tuha|n-Nya|. 

Informa|n keempa|t menghimba|u Penera|pa|n kebija|ka|n pemba|ya|ra|n za|ka|t seba|ga|i 

pengura|ng pa|ja|k da|pa|t ditera|pka|n seca|ra| lebih efektif da|n efisien untuk 

mempermuda|h wa|jib pa|ja|k menja|la|nka|n kewa|jiba|nnya|. 

 

5) Informa|n Kelima| 

Na|ma| Ma|sduqi, S, Pd, M. Pd. I sela |ku guru kela |s bida|ng studi pendidika |n umum, 

da|n ma|nta|n kepa |la| sekola|h SD Isla |m Ma |rya|m di periode sebelumnya|. 

Mengungka |pka|n penera |pa|n kebija |ka|n pemba |ya|ra|n za|ka|t pengura |ng pa|ja|k seba |ga|i 

berikut: 

“punguta|n ga|nda| untuk ra|kya|t kepa|da| nega|ra| da|n kemba|li untuk ma|sya|ra|ka|t 

cukup setuju ditera |pka|n. Teta|pi nega|ra| a|ta|u lemba|ga| terka|it belum da|pa|t 

meninda|kla|njuti pera|tura|n ya|ng berla|ku ba|ik da|ri WPOP a|ta|u lemba|ga| terka|it 

untuk bisa| bekerja|sa|ma| da|la|m mempermuda|h da|la|m sa|tu pela|pora|n da|n 

pemba|ya|ra|n sa|ja|”. 

 

Ha|sil wa|wa|nca|ra| pa|da| informa|n kelima| ba|hwa|sa|nnya| seba|ga|i WPOP ha|rus 

memiliki kesa|da|ra|n a|ta|s menja|la|nka|n kewa|jiba|n sesua|i pera|tura|n nega|ra|, da|n nega|ra| 

ya|ng menunjuk lemba|ga| terka|it da|pa|t lebih meninda|kla|njuti a|ta|s pera|tura|n 

perpa|ja|ka|n da|n za|ka|t, khususnya| za|ka|t seba|ga|i pengura|ng pa|ja|k a|ga|r da|pa|t 

terla|ksa|na| sesua|i ja|la|nnya| pera|tura|n ya|ng a|da|. Terlebih mempermuda|h wa|jib pa|ja|k 

untuk bisa| mela|ksa|na|ka|n kewa|jiba|n ga|nda| tersebut da|la|m sa|tu tempa|t seka|ligus. 

 

PEMBAHASAN 

Ditinja|u da|ri Ketentua|n Perunda|ng-unda|nga|n 

Ketentua|n perpa|ja|ka|n ya|ng berla|ku di nega|ra| kita|, khususnya| ya|ng terka|it 

denga|n PPh a|da|la|h Unda|ng-Unda|ng Nomor 7 Ta|hun 1983 tenta|ng Pa|ja|k 

Pengha|sila|n seba|ga|ima|na| tela|h bebera|pa| ka|li diuba|h tera|khir denga|n Unda|ng-

Unda|ng Nomor 36 Ta|hun 2008 da|n dia|tur lebih la|njut denga|n Pera|tura|n Pemerinta|h 

Nomor 60 Ta|hun 2010 ba|hwa| za|ka|t a|ta|u sumba|nga|n kea|ga|ma|a|n ya|ng sifa|tnya| wa|jib 

dikura|ngka|n da|ri pengha|sila|n bruto. Kebija|ka|n Drijen Pa|ja|k juga| meneta|pka|n ba|hwa| 

terha|da|p Wa|jib Pa|ja|k ora|ng priba|di ya|ng ketika| penya|mpa|ia|n SPT Ta|huna|n PPh 

ya|ng menya|ta|ka|n kelebiha|n ba|ya|r (terma|suk lebih ba|ya|r ka|rena| pemotonga|n za|ka|t), 

nisca|ya| a|ka|n dila|kuka|n pengemba|lia|n kelebiha|n pemba|ya|ra|n pa|ja|knya| ta|npa| 

mela|lui pemeriksa|a|n, teta|pi cukup denga|n penelitia|n oleh pega|wa|i pa|ja|k. 

Upa|ya| mensosia|lisa|sika|n penera|pa|n kebija |ka|n pemba|ya|ra|n za|ka|t seba|ga|i 

pengura|ng pa|ja|k tida|k cukup ha|nya| dila|kuka|n oleh lemba|ga| a|mil za|ka|t da|n 

Kementria|n A|ga|ma| sa|ja|. Teta|pi membutuhka|n koordina|si, kerja|sa|ma| da|n sinergi 

denga|n insta|nsi terka|it, teruta|ma| ja|ja|ra|n Direktora|t Jendra|l Pa|ja|k. Koordina|si, 

kerja|sa|ma| da|n sinergi itula|h ya|ng ke depa|n perlu diba|ngun di tingka|tka|n institusi, 

ka|rena| ba|gi uma|t Isla|m za|ka|t da|n pa|ja|k a|da|la|h dua| kewa|jiba|n ya|ng seiring da|n 

pa|ra|rel. Sa|tu ha|l ya|ng perlu diperha|tika|n a|da|la|h za|ka|t da|n pa|ja|k ha|rus dikelola| 
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seca|ra| a|ma|na|h da|n tra|nspa|ra|n. Kejujura|n tida|k ha|nya| dituntut da|ri pa|ra| muza|ki da|n 

Wa|jib Pa|ja|k ketika| menghitung sendiri kewa|jiba|n za|ka|t da|n pa|ja|k pengha|sila|nnya|, 

teta|pi juga| pa|ra| petuga|s pengumpula|n za|ka|t da|n pemunguta|n pa|ja|k. Jika| za|ka|t ya|ng 

diperhitungka|n seba|ga|i pengura|ng pengha|sila|n bruto belum memenuhi ha|ra|pa|n 

ma|ksima|l pa|ra| muza|ki da|n lemba|ga| za|ka|t di ta|na|h a|ir, ma|ka| za|ka|t seba|ga|i 

pengura|ng pengha|sila|n pa|ja|k ja|nga|n disia|-sia|ka|n. 

Da|la|m da|ta| wa|wa|nca|ra| tersebut sepertinya| pemerinta|h a|ka|n kehila|nga|n 

potensi za|ka|t seba|ga|i pengura|ng pa|ja|k penda|pa|ta|n, na|mun denga|n sistem tersebut 

da|mpa|knya| a|ka|n terliha|t la|ngsung kepa|da| nega|ra| da|n ma|sya|ra|ka|t. Ka|rena| denga|n 

da|na| za|ka|t ya|ng diberika|n seca|ra| la|ngsung da|pa|t meningka|tka|n penda|pa|ta|n ora|ng-

ora|ng ya|ng berha|k menerima|nya| (musta|qih). Seda|ngka|n da|la|m punguta|n pa|ja|k, 

ha|sil penerima|a|n pa |ja|k dikelola| la|ngsung oleh nega |ra| untuk kepentinga|n ra|kya|t da |n 

nega |ra|. 

Seja|la|n denga|n la|ngka|h mendukung kebija |ka|n wa|jib pa|ja|k, penulis 

berpenda |pa|t ba|hwa| pemba|ya|ra|n za|ka|t denga|n sistem a|dministra|si perpa|ja|ka|n da|pa|t 

dija |la|nka|n a|pa|bila| Direktora |t Jendra |l Pa|ja|k da|n Lemba |ga| a|mil za |ka|t da|pa|t 

menyedia|ka|n fa|silita|s kepa|da| WPOP a |ga|r menera|pka|n pemba |ya|ra|n kewa|jiba |n 

ga|nda| pa|da| sa|tu tempa |t seca |ra| la|ngsung seba |ga|i pemunguta|n sa|a|t pela|pora|n SPT. 

Teta|pi pa|da| pera|tura|n nega|ra| seka|ra|ng ini ma |sih belum bisa | ditera |pka|n, sehingga | 

WPOP mera |sa| dipersulit sa|a|t pemba |ya|ra|n da|n pela|pora|n punguta|n tersebut. 

Sistem pemba|ya|ra|n za|ka|t seha|rusnya| da|pa|t dira|nca|ng sedemikia|n rupa| serta| 

disinergika|n denga|n sistem pemba|ya|ra|n pa|ja|k sa|a|t ini. Wa|la|upun kita| belum bisa| 

menca|pa|i bentuk idea|l da|la|m pemunguta|n kewa|jiba|n teta|pi seca|ra| rea|lisis da|pa|t 

diupa|ya|ka|n mena|ta| kebija|ka|n perpa|ja|ka|n ya|ng mengkomordir kepentinga|n 88% 

Wa|rga| Nega|ra| Indonesia| pemeluk a|ga|ma| Isla|m. Wa|jib Pa|ja|k ya|ng bera|ga|ma| muslim 

mungkin tida|k merupa|ka|n pemba|ya|ra|n pa|ja|k terbesa|r di Nega|ra| kita| sa|a|t ini, teta|pi 

mereka| a|da|la|h popula|si wa|jib pa|ja|k da|la|m jumla|h terba|nya|k. 

 

Ditinja|u da|ri Penera|pa|n Kebija|ka|n Pemba|ya|ra|n Za|ka|t seba|ga|i Pengura|ng 

Pa|ja|k pa|da| Sta|ff SD Isla|m Ma|rya|m  

Untuk mengeta|hui penera|pa|n kebija |ka|n pemba|ya|ra|n za|ka|t seba|ga|i pengura|ng pa|ja|k 

pa|da| pega|wa|i SD Isla|m Ma|rya|m da|pa|t disa|jika|n sebua|h ka|sus seba|ga|i berikut: 

 

Bu FDN Bekerja| di SD Isla|m Ma|rya|m Sura|ba|ya| sela|ma| 9 ta|hun denga|n sta|tus 

menika|h teta|pi tida|k memiliki a|na|k. Ga|ji ya|ng diperoleh Rp 1.200.000,- tunja|nga|n 

ja|ba|ta|n (wa|ka|sek) Rp 700.000,- tunja|nga|n kompensa|si kerja| Rp780.000,- tunja|nga|n 

ja|ba|ta|n (wa|li kela|s VI A|) Rp 250.000,- Keha|dira|n Rp 250.000,- penda|pa|ta|n 

ta|mba|ha|n Rp 248.000,- Iura|n KO Ya|ya|sa|n Rp 10.000,- da|na| ma|sjid Rp 20.000,- 

da|na| dua|fa| Rp 45.000,- BKU Rp 15.000,- potonga|n priba|di Rp 1.959.200,-. FDN 

menika|h teta|pi tida|k mempunya|i a|na|k. 
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Perhitunga|n pph Pa|sa|l 21 

Ga|ji     Rp 1.200.000,- 

Tunja|nga|n Ja|ba|ta|n (Wa|ka|sek)  Rp    700.000,- 

Tunja|nga|n Kompensa|si Kerja|  Rp    780.000,- 

Tunja|nga|n Ja|ba|ta|n (Wa|li Kela |s)  Rp    250.000,- 

Keha|dira|n     Rp    250.000,- 

Penda|pa|ta|n La |in-la|in   Rp     248.000,- + 

Pengha|sila|n Bruto   Rp 3.428.000,- 

Bia|ya| Ja|ba|ta|n (5% x Rp 3.428.000,-) Rp     171.400,- 

Iura|n KO Ya|ya|sa|n   Rp      10.000,- 

Da|na| Ma|sjid + Dua|fa|   Rp      65.000,- 

BKU     Rp      15.000,- - 

Pengha|sila|n Netto sebula|n  Rp 3.166.600,- 

Penga|hsila|n seta|hun (12 x Rp 3.166.600,-) Rp 37.999.200,- 

PTKP: 

WP sendiri  Rp 54.000.000,- 

Ta|mba|ha|n WP ka|win Rp   4.500.000,- + 

        Rp 58.500.000,-- 

Pengha|sila|n Kena| Pa|ja|k (Nihil)   (Rp 20.500.800,-) 

 

Bu FDN merupa|ka|n WPOP ya|ng memiliki NPWP na|mun da|ri pengha|sila|n ya|ng 

diterima|nya| tida|k memiliki punguta|n pa|ja|k (nihil), ia| teta|p memiliki kewa|jiba|n 

memba|ya|r za|ka|t 2.5% da|ri penga|hsila|n ya|ng diperolehnya|. Na|mun, pa|da| 

pemba|ya|ra|n za|ka|t tida|k memba|ya|r la|ngsung kepa|da| a|mil za|ka|t ya|ng di tentuka|n 

nega|ra| teta|pi la|ngsung pemotonga|n da|ri penga|ha|sila|n ya|itu da|ri da|na| ma|sjid + 

dhua|fa| sebesa|r Rp 65.000,-. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Ha|sil penelitia|n menega|ska|n ba|hwa| penera|pa|n UU No. 23 Ta|hun 2011 Pa|sa|l 

22 da|n 23 tenta|ng Penera|pa|n Kebija |ka|n Pemba|ya|ra|n Za|ka|t Seba|ga|i Pengura|ng 

Pengha|sila|n Kena| Pa|ja|k di SD Isla|m Ma|rya|m ma|sih belum dipa|ha|mi da|n bersifa|t 

pa|sif, ka|rena| kura|ngnya| pengeta|hua|n a|ka|n Unda|ng-unda|ng nega|ra|. Ba|nya|k WPOP 

ya|ng ha|nya| memba|ya|r pa|ja|k sa|ja| ta|npa| mema|sukka|n za|ka|t da|la|m pela|pora|n SPT 

ta|huna|n da|n pemba|ya|ra|n za|ka|t tida|k kepa|da| a|mil za|ka|t ya|ng ditunjuk nega|ra| 

sehingga| tida|k memiliki bukti ba|ya|r. Denga|n demikia|n, ma|sa|la|h penera|pa|n 

kebija|ka|n pemba|ya|ra|n za|ka|t seba|ga|i pengura|ng pa|ja|k kura|ng dipra|ktikka|n oleh 

Wa|jib Pa|ja|k. 

Pemunguta |n penera|pa|n kebija |ka|n pemba|ya|ra|n za|ka|t pengura|ng pa|ja|k pa|da| SD 

Isla |m Ma|rya|m memberika|n da|sa|r a|tura|n wa|la|upun ma|sih bersifa |t umum, pa|da| 

pengha|sila|n ya|ng dida|pa|t berbeda|-beda| menimbulka|n kecenderunga|n a|ka|n 

pengura|ng pa|ja|k a|ka|n a|da|nya| beba|n bia|ya| priba|di. Na|mun, da|pa|t dija |dika|n pa|ndua|n 

da|la|m mela |ksa|na|ka|n a|ktivita|s ya|ng berhubunga |n denga |n ma|sa|la|h ekonomi di 

Indonesia |. Sa|la|h sa |tunya| seba|ga|i substa |nsi ya|itu mengena|i pengelola|a|n pa|ja|k da |n 

za|ka|t ya|ng a|dil sehingga | ma|sa|la|h pemunguta |n tida|k sema|ta|-ma|ta| memberika |n 

keuntunga |n sepiha |k serta| lebih mengkomordir piha|k pemunguta |n untuk lebih 

mema|tuhi pera|tura|n nega|ra| sesua|i unda|ng-unda|ng ya|ng berla|ku ba|ik da|la|m insta|nsi 
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a|ta|u wa|jib pa|ja|k pa|da| pela|pora|n da|n pemba |ya|ra|n sendiri. Peneliti sela|njutnya| 

diha|ra|pka|n untuk mengka|ji lebih ba|nya|k sumber a|ga|r bisa| diperoleh da|ta| ya|ng lebih 

lengka|p da|n a|ga|r penelitia|n ya|ng a|ka|n da|ta|ng bisa| lebih sempurna. 
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